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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota
Singkawang Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan
sasaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal
Dan Tenaga Kerja Tahun 2023 - 2026 yang mana sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi serta mengacu pada program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota
Singkawang Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah. Disamping itu Rencana Kerja ini berfungsi untuk
mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan

perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam
penyusunan dokumen turunannya dan pelaksanaan program/kegiatan di Dinas

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025.

Singkawang, 2024

Kepala Dinas,

Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga
Kerja  Kota  Singkawang Tahun 2025 disusun dengan
mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan
publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Singkawang, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota
Singkawang Tahun 2023-2026, dan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota
Singkawang Tahun 2023 - 2026, serta mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan kinerja untuk tahun kedua masa periode Perubahan
Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 dengan memperhatikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang
tahun 2025. Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target
pencapaian kinerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daera dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada rancangan awal
RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renstra (Rencana
Strategis), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, serta masalah yang dihadapi dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
berpedoman pada Rencana  Strategis Perangkat Dearah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) : Rencana strategis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan
ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Rencana Kerja

Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
a. Persiapan penyusunan

b. Penyusunan Rancangan Awal

2
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Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

d. Perumusan Rancangan Akhir

€.

Penetapan

Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

3
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:

4
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14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menejengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, @ Kodefikasi Dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 51);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021 - 2041
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
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23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);

24. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Taun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota
Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021
Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021
Nomor 110);

25. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

26. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang
Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023
Nomor 11.1).

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya untuk tahun 2025.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2025

sebagai berikut :
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a. Sebagai jembatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dari Rancana Kerja Pembangunan Daerah

ke Rencana Kerja Anggaran.

b. Pengakomodiran Perencanaan Tugas dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Bidang Penanaman Modal

dan Tenaga Kerja.

c. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, dengan penyajian sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja
Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,
Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L
dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.
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1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah (tentang Capaian Indikator Program

dan Kegiatan)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah

disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

8
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program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi
Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah
dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab

ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
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Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel dengan format sebagai

berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (tahun berjalan)”

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah Lembar :
- Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Kinerja R;m‘saf‘ & Kegiatan Tahun et m—% Target Target Renstra Peranglkat
’ Capaian _ Targe v program dan | Daerah s/d tahun berjalan
Indikator Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan | - Program | p kegiatan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah ’(‘::J;‘m:;gfm (Renstra ’;ﬁ;‘f;‘;aﬂ“" Target Renja RER“J‘S“‘ (Renja Capaian gmgl‘}ﬂt
g X enja . apaian
Dan Program [Kegiatan Kegiatan (output] Parangl!(]al Kegiatan £/d| Perangkat Peranglat Tingkat Per:lrllg::t Program dan Realisasi
Daerah) dengan Daerah tahun Realisasi (%] | Daerah tahun | Kegiatan s/d
Tahun ... & [(n-2) Daerah n-1) tahun berjalan |278St Reastra
tahun (n-3) tahun (n-2) (%)
(tahun n-1)
1 2 3 a4 s 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan .
101 Bitang Urusan
1[o1]or Program
1[01[01] 01 [Kegatan
1[01]01] 02 [Hegutan
1[o1]o1] 03 [o=

01|02 Program .
01]02] 01 [Kegistan_..
T1|02| 02 |Regatan
o1]0z|os |pst

AEEE

0103 Program
01[03| 01 |regstan____
03] 02 [Kegatan____

HEEE
)
B

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

(tentang Capaian Indikator Sasaran)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan  Perangkat Daerah  berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing masing Perangkat
Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum
mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang
akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana
cara menentukan tolok ukur kinerja dan

indikator kinerja pelayanan masing-masing

10
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sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar

pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan
tabel analisis pencapaiankinerja pelayanan
Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut
Perangkat Daerah masing-masing, dengan format

Tabel sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............
Provinsi/Kabupaten/Kota ...........c......

Fealisasi

Target Fenstra Peranglkat Daerah i Proyelcsi
SPM/stan Capaian
B i Catatan
NO [ Indicator dar IEK | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tshun | Tashun Analisis
nasional
(thn n-2)fthn n-1)| {tan n} |({thn n+1|{thn n-2)|thn n-1)| (oo n) |(thn n+1
(1) 2) 13) (4) (5] 8) (7) 8] (9) (10) (11) 12) 13)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah (hasil analisis dari

sub bab sebelumnya)
Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus
provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan
sinergi program antara Perangkat Daerah
provinsi dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota serta dengan kementerian
dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka

pencapaian kinerja pembangunan;

11
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2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan
misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti
NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable

Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program dan

12
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kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

dan

4. Lampirkan tabel berikut.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .........

Provinsi/Kabupaten/Kota ............. *
Nama Peranglkat Daerah:....._..._._. Lembar....... dari........
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
) Pagu ] Kebutuhan | Catatan
No | Program/ | Indikator | Target | | Program/ | Indikator | Target _
) Lokasi o ] indikatif i Lokasi o i Dana Penting
Kegiatan kinerja | capaian Kegiatan kinerja | capaian
[Rp.000) [Rp.000)
(1) (2) i3) 4 (5] (6) (7) 8 %) (10) 11 (12)
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat Daerah
provinsi dari  penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini,

antara lain:
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1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program/kegiatan usulan pemangku

kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut
dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah;

3. Sajikan Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten /Kota .........

Nama Perangkat Daerah : .......

] . Indikator Besaran/
No Program/Kegiatan Lokasi Catatan
Kinerja Volume
(1) (2) (3) (4) () (6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan  prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

14
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dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, misalnya :

v' Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
v" Pencapaian SDGs,

v" Pengentasan kemiskinan,

v' Pencapaian NSPK dan SPM,

v' Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
v' Pengembangan daerah terisolir,

v' Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan, antara lain meliputi:
v' Jumlah program dan jumlah kegiatan.

v’ Sifat penyebaran lokasi program dan
kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang
terfokus pada kawasan atau kelompok

masyarakat tertentu).

v' Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang

dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,
baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.
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d. Tabel rencana program dan  kegiatan
berdasarkan hasil pengerjaan Tabel sebagai

berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun ..........
dan Prakiraan Maju Tahun..........
Provinsi/Kabupaten/Kota .............

Nama Perangkat Daerah : ................

lembar ...... dari .......
i Prakiraan Maju
Rencana Tahun _........... [Tahun
Urusan/Bidang . Rencana Tahun
Indilkkator Rencanal
Urusan X [ O
i Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Target ) Target (Kebutuhan
Program B Kebutuhan Penting i
Dasrah dan R | Capaian Sumber Capaian Dana,
i [Kegiatan |Lokasi R i Dana,/Pagu ~ ~
Program /Kegiatan Kinerja Dana Kinerja Pagu
Indikatif .
Indikatif
(1) 2) (3) 4) (5) (el (7) ) =) (10)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.
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Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan
tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan tanda
tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah

daerah yang bersangkutan.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, lebih kepada masalah
ketenagakerjaan dan penanaman modal. Ada 2 (dua) urusan urusan
wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yaitu :

1. Urusan Tenaga Kerja yang terdiri dari program :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2. Urusan Penanaman Modal, dengan program yaitu :
a. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman

Modal

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Sesuai Lampiran SE Mendagri Nomor 120/313/0Otda Tanggal
24 Januari 2011, untuk program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja, dan program Peningkatan iklim
Investasi dan realisasi investasi, merupakan program nasional yang

dilaksanakan oleh daerah.

Selanjutnya untuk Renja Dinas Penanaman Modal dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025 merupakan bagian
pelaksanaan tahunan yang pertama dari Perubahan Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 —

2026 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 90 Tahun 2019, oleh karena itu nomenklatur program/
kegiatan juga ikut mengalami penyesuaian sebagaimana dalam
Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota

Singkawang Tahun 2018-2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perubahan RPD
Kota Singkawang Tahun 2023-2026, bahwa sasaran Perubahan RPD
Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terkait dengan Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sekaligus
menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah
“Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan
pekerjaan dan pengentasan kemiskinan”.

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka ditetapkan sebanyak 2
(dua) Sasaran Strategis dinas sebagai sebagai berikut :
1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang
2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas, maka tujuan dan
sasaran jangka menengah beserta indikator dan targetnya yang akan
dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota
Singkawang tahun 2023-2026 sebagaimana dalam dokumen

Perubahan Renstra Dinas adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

i Target
. Indikator Sasaran Inc!lka?or &
No Tujuan Tui s . Kinerja
ujuan trategis Utama (IKU) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Meningkatnya | Tingkat 69,41% | 69,96% | 70,51% | 71,06%
1 Iklim Partisipasi
Investasi Angkatan Meningkatkan Rasio Daya 5.4 5.5 5,7 6
PMA/PMDN Kerja (TPAK)) Serapan Tenaga Serap Tenaga
Di Daerah Kerja Kota Kerja Pada
Untuk Singkawang Perusahaan
Memperluas (Rasio)
Lapan_gan Meningkatkan Peningkatan 7 8 9 10
Pekerjaan Investasi Investasi
Dan (PMA/PMDN) Di (PMA/PMDN) Di
Peng.en‘gasan Kota Singkawang Kota
Kemiskinan Singkawang (%)
Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut, dijabarkan setiap
tahunnya ke dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang ke dalam bentuk program dan kegiatan untuk
dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
yang akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
untuk dilaksanakan.
3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa terhitung mulai
tahun 2023 seluruh program dan kegiatan menyesuaikan dengan
Permendagri nomor 90 Tahun 2019, ada 10 (sepuluh) program
prioritas dalam rangka mendukung sasaran strategis Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, untuk
dapat mendukung pencapaian Perubahan RPD Kota Singkawang

Tahun 2023-2026, adalah :

Sasaran Strategis “Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja Kota

Singkawang” terdiri dari program :
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1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Dengan 1 (satu) kegiatan :
a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Dengan 2 (dua) kegiatan :
a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Program ini dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

c) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota

4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di

Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategis selanjutnya yaitu “Meningkatkan investasi
(PMDN/PMA) di Kota Singkawang” terdiri dari program :
1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Program ini ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
a) Penetapan  Kebijakan  Daerah  Mengenai  Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
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2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu
Pintu di bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
4) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan
yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Total dari kebutuhan dana untuk pelaksanaan 9 (Sembilan)
program dan 14 (empat belas) kegiatan strategis di Tahun 2025, yang
sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, disepakati
sebesar Rp. 2.193.949.882,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga
Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus
Delapan Puluh Dua Rupiah). Adapun nilai tiap dari sumber
pendanaan untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan strategis dapat
dilihat pada tabel T-C.33 di bawah ini :
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Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Prakiraan Maju Rencana

Rencana Tahun 2025 Catatan
. . . N . Penting Tahun 2026
No Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/kegiatan .
(Bagian
Target Capaian Kebutuhan Sumber Targat Kebutuhan
Lokasi gKiner":) Dana/Pagu Dana Pelalsanaan) Capaian Dana/Pagu Indikatif
) Indikatif Kinerja g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
480.337.688 377.142.254
TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJIA | Fcrsentase Tersusunnya Dokumen 100% 150.000.000 100% 37.000.000
Rencana Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumllah Dokumen Rencana Tenaga 1 Dokumen 150.000.000 NAKER 100% 37.000.000
(RTK) Kerja
Pen.yusunan Rencana Tenaga Junﬂah Dokumen Rencana Tenaga 1 Dokumen 115.000.000 1 Dokumen 0
Kerja Makro Kerja Makro (Dokumen)
Fasilitasi Penyusunan Rencana Jumlah SDM Perusahaan yang
. . 7. .
Tenaga Kerja Mampu Menyusun RTK Mikro (orang) > Orang 35.000.000 > Orang 37.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase Pencari Kerja Yang o o
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dilatih Lulus Uji Kompetensi 62,50% 190.285.777 62,50% 191.438.573
Pel‘aksanaan Pelfltlhan berdasarkan Ju‘mlah Unit Kompe'ten5| yang 2 Unit/ 175.285.777 UPT. LLK 2 Unit/ 176.200.000
Unit Kompetensi Dilaksanakan Pelatihannya Kejuruan Kejuruan
P Pelak Pendidik
. . P g Pelatihan Berbasis Kompetensi pada SKW 32 Orang 170.185.777 APBD 32 Orang 171.000.000
Pencari Kerja Berdasarkan
. Tahunn
Klaster Kompetensi
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Jumlah Kesepakatan/Koordinasi
dalam rangka Optimalisasi Kapasitas
Instruktur dan Peningkatan Sarana 1 Lembaga 5.100.000 APBD 1 Lembaga 5.200.000
Prasarana Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas pada Tahun n

Koordinasi Lintas Lembaga dan
Kerjasama dengan Sektor Swasta
untuk Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasar

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Persentase Lerr.1b.aga Pelatihan Kerja 24% 15.000.000 LLK 26% 15.238.573
Swasta Swasta Yang Dibina
Perr.1b|naan Lembaga Pelatihan Jumlah Lemba.ga. Pelatihan Kerja 6 Lembaga 15.000.000 6 Lembaga 15.238.573
Kerja Swasta Swasta yang Dibina
Persentase pencari kerja terdaftar
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA yang ditempatkan pada pasar kerja 64% 25.051.911 64,58% 18.703.681
(%)
Bid. Naker
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Dan
KW 1 Pel .051.911 APBD 1 Pel .203.681
Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/Kota S €layanan 5.051.9 Hubungan elayanan 3.203.68
Industrial
Jumlah Tenaga Kerja yang
Pelayanan Antar Kerja Ditempatkan Melalui Layanan AKAD 61 Orang 5.051.911 61 Orang 3.203.681
dan AKL
Bid. Naker
Jumlah Inf i P Kerj D
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja umia n‘orma5| asar flerja 1 Informasi 13.900.000 an 1 Informasi 14.500.000
(Informasi) Hubungan
Industrial

Jumlah Pencari Kerja yang
Job Fair/Bursa Kerja Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job 8 Orang 13.900.000 APBD 8 Orang 14.500.000
Fair / Bursa Kerja

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Bldb’::ker
Penempatan) di Daerah Jumlah PMI yang Difasilitasi 24 Orang 6.100.000 Hubungan 24 PMI 1.000.000
Kabupaten/Kota g'

Industrial

Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai
Prosedur dalam LTSA dan PMI 24 Orang 6.100.000 APBD 24 Orang 1.000.000
Bermasalah yang Ditangani

Penyediaan Layanan Terpadu
pada Calon Pekerja Migran
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PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ersentase Ferusanaan bengan 1ata 13,00% 115.000.000 14,00% 130.000.000
Kelola Kerja Yang Layak
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bid
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Persentase Peraturan Perusahaan/ Hubun. an
Bersama untuk Perusahaan yang Perjanjian Kerja Bersama Yang SKW 100,00% 34.000.000 In dustfial 100,00% 37.000.000
hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Disyahkan Dan Naker
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang
Pensesahan Peraturan Melaksanakan Pengesahan Peraturan 105
& . Perusahaan yang Terkait dengan 105 Perusahaan 13.000.000 APBD 14.000.000
Perusahaan bagi Perusahaan . . Perusahaan
Hubungan Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online
Pendaftaran Perjanjian Kerja Jumiah Perusahaan yang Menyusun 9 Perusahaan 6.000.000 |  APBD 9 Perusahaan 7.000.000
Bersama Bagi Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama

Jumlah Data dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial (PP/PKB,
Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) 1 Laporan 15.000.000 APBD 1 Laporan 16.000.000
dan Pekerja yang Terdaftar sebagai
Peserta Jamsostek serta Pengupahan

Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian

o . Bid. Naker
Perselisihan Hubungan Industrial, Persentase Penyelesaian Kasus Dan
Mogok Kerja dan Penutupan .. Y 5 100% 81.000.000 100% 93.000.000
. Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan
Perusahaan di Daerah Industrial

Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Jumlah Perselisihan yang Dicegah SKW 3 Perkara 11.000.000 APBD 3 Perkara 12.000.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perkara Perselisihan yang

R SKW 2 Perkara 14.000.000 APBD 2 Perkara 14.500.000
Terselesaikan
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Penye!engg?raan Verifikasi dan . 1 dari 10
Rekapitulasi Keanggotaan Pada Jumlah Asosiasi Pengusaha dan 1 dari 10 Asosiasi dan
Organisasi Pengusaha, Federasi . . & AT SKW Asosiasi dan 15.500.000 APBD X 18.000.000
AU . Serikat Pekerja yang Diverifikasi . R Serikat
dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Pekerja pekeria
Serikat Buruh serta Non Afiliasi !
Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang Dibina SKW 1 Lembaga 16.100.000 APBD 1 Lembaga 18.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Terlaksananya Program Jaminan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 135 orang 24.400.000 135 orang 30.500.000
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kesejahteraan Pekerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.713.612.194 1.690.958.937
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase Pengembangan Iklim o o
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal 57,00% 140.000.000 100% 104.849.000
ey e Kt entaan
ang yang Pemberian Fasilitas/Insentif dan SKW 1 Kebijakan 140.000.000 - 0
Menjadi Kewenangan Daerah
Kemudahan Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
:/T::tzzrpii)gztg; Daerah Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi
. g . dalam Pemberian Fasilitas/Insentif 1 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 0
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
dan Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal
. . . . Bid.
Pembuatan Peta Potensi Investasi Jl:lmlah Peta Potens.l Investasi Kota 0 Dokumen 0 Penanaman 1 Dokumen 104.849.000
Kabupaten/ Kota Singkawang yang dibuat
Modal
Penyusunan Peta Potensi Investasi | Jumlah I?okumen Peta Potensi SKW 0 Dokumen 0 APBD 1 Dokumen 104.849.000
Kabupaten / Kota Investasi Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaksanaan Promosi 100% 5.238.447 100% 5.258.066
Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman . Bid.
Modal yang Menjadi Kewenangan ";:1'agiz;‘l’::‘°s'a':::::ama" Modal 1Kali 5.238.447 Penanaman 1Kali 5.258.066
Daerah Kabupaten/ Kota yang B8 Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Promosi Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah . SKW 1 Kali 5.238.447 APBD 1 Dokumen 5.258.066
yang diselenggarakan
Kabupaten/Kota
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Indeks Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Terhadap Pelayanan Penanaman o
MODAL Modal Sektor Perizinan dan Non 89% 1.163.351.168 90 1.170.399.025
Perizinan
Bid.
Peningkatan
Pelayanan Perizinan dan Persentase Perizinan dan Non fgsn:SUZin
Nonperizinan Secara Terpadu Satu Perizinan Dapat diterbitkan sesuai 100,00% 1.163.351.168 g I 100% 1.170.399.025
. L Dan Bid.
Pintu Dibidang Penanaman Modal Standar Pelayanan (%) ..
Perizinan
Dan Non
Perizinan
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang Bid
Perizinan dan Nonperizinan Memperoleh Layanan Konsultasi o
berbasis  Sistem  Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem SKW 1700 Pelaku 1.041.488.000 APBD Peningkatan 1700 Pelakuk 1.045.000.000
.. . R . . X Usaha Layanan Dan Usaha
Perizinan Berusaha Terintegrasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pengaduan
secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik &
Jumlah Kegiatan Usaha yang
Pemantauan, Analisis, Evaluasi g/szaas’i)Ztaie;;fantz:aa:’d?gs::::’ 850 Kegiatan Bid. Perizinan 850 Kegiatan
dan Pelaporan di idang Perizinan L P . g SKW 8 110.500.000 APBD Dan Non g 112.399.025
Berusaha Berbasis Resiko Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Perizinan Usaha
Lintas Daerah Kabupaten / Kota Bagi
Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha Yang .
Penyediaan dan Pengelolaan Memperoleh Layanan Konsultasi Bid.
11 i 11
Layanan Konsultasi Perizinan Perizinan Berusaha Melalui Sistem SKW Pelaku 11.363.168 APBD Peningkatan Pelaku 13.000.000
. . . . R Usaha Layanan Dan Usaha
Berusaha Berbasis Resiko Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
. ) . Pengaduan
Terintegrasi secara Elektronik
Persentase Perusahaan Yang Patuh
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN X o o
PENANAMAN MODAL LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman 24% 392.897.579 25% 395.277.846
Modal)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Jumlah Perusahaan van 100
Modal Yang Menjadi Kewenangan yang 95 Perusahaan 392.897.579 395.277.846
Melaporkan LKPM Perusahaan
Daerah Kabupaten Kota
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
s : Bimbingan Teknis/Sosialisasi
B Teknis ki Pelak Pelak Pelak
imbingan Teknis kepada Pelaku | |\ tasi Perizinan Berusaha SKW 360 Pelaku 346.200.000 DAU 360 Pelaku 348.000.000
Usaha . : Usaha Usaha
Berbasis Resiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
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Tahun 2025
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi 15 Kegiatan 15 Kegiatan
Pengawasan Penanaman Modal Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan SKW isaha 46.697.579 DAU ﬁsaha 47.277.846
Inspeksi Lapangan serta Dilakukan
Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase Pemanfaatan Data dan o o
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Sistem Informasi Penanaman Modal 100% 12.125.000 100% 15.175.000
Pengelolaan Data dan Informasi Bid
Per!zman da.n Nonper!zman yang Jumlah Dokumen Data Perizinan 1 Dokumen 12.125.000 Penanaman 1 Dokumen 15.175.000
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Penanaman Modal
Modal
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan . .
Jumlah Data dan Informasi Perizinan
Pemanfaatan Data dan e .
informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
. S Berusaha Terintegrasi secara SKW 1 Dokumen 12.125.000 APBD 1 Dokumen 15.175.000
Nonperizinan berbasis Sistem R - o
. Elektronik yang Diolah, Dikaji dan
Pelayanan Perizinan Berusaha .
. . . Dimanfaatkan
Terintegrasi secara Elektronik
JUMLAH (Rupiah) 2.193.949.882 2.068.101.191
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam Tabel T-
C.34 di bawah ini terdiri dari seluruh program/kegiatan perangkat daerah,
baik itu program dan kegiatan prioritas maupun program dan kegiatan rutin
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tahun 2023 - 2026 dan
Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun
2023 - 2026.

Adapun sebanyak 9 (Sembilan) program prioritas dengan 14 (empat
belas) kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja di Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disampaikan
pada BAB III, masih ada 1 (satu) program yang merupakan penunjang
urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Program ini ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

b) Administrasi Keuangan

c¢) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

f) Administrasi Umum Perangkat Daerah

g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

s
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i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Secara keseluruhan ada 10 (sepuluh) program dan 23 (dua puluh tiga)
kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang pada tahun 2025, dengan rincian plafon anggaran
SKPD sebesar Rp. 8.137.917.814,- dan dari pagu indikatif tersebut Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja diprediksi ada menampung Dana DAK
Non Fisik Bidang Penanaman Modal sebesar Rp. 392.897.579,-. sisanya
bersumber dari dana APBD Kota Singkawang T.A 2025. Adapun rincian
rumusan rencana program dan kegiatannya terlihat dalam Tabel T-C.34 di

bawah ini :
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Tahun 2025

Tabel T-C.34
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2025 Catatan
. . . . . Penting Tahun 2026
No Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/kegiatan Bagi
Target Capaian Kebutuhan Sumber |( kaglan Targat Kebutuhan
Lokasi 8 ) p Dana/Pagu Pelaksanaan) Capaian o
Kinerja L Dana o Dana/Pagu Indikatif
Indikatif Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 480.337.688 377.142.254
KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERIA | P ersentase Tersusunnya Dokumen 100% 150.000.000 100% 37.000.000
Rencana Tenaga Kerja
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jum‘lah Dokumen Rencana Tenaga 1 Dokumen 150.000.000 NAKER 100% 37.000.000
(RTK) Kerja
Pen.yusunan Rencana Tenaga Jun'.nlah Dokumen Rencana Tenaga 1 Dokumen 115.000.000 1 Dokumen 0
Kerja Makro Kerja Makro (Dokumen)
Fasilitasi Penyusunan Rencana Jumlah SDM Perusahaan yang
.000. 7.000.
Tenaga Kerja Mampu Menyusun RTK Mikro (orang) > Orang 35.000.000 > Orang 37.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase Pencari Kerja Yang
62,50% 190.285.777 62,50% 191.438.573
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dilatih Lulus Uji Kompetensi ? ’
Pel'aksanaan Pelfltlhan berdasarkan Ju'mlah Unit Kompe.ten5| yang 2 Unit/ 175.285.777 UPT. LLK 2 Unit/ 176.200.000
Unit Kompetensi Dilaksanakan Pelatihannya Kejuruan Kejuruan
Z;zse;elzzls::ali]:tzta;eri]lgl:lklfan ; Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat
. ) P 8" | Pelatihan Berbasis Kompetensi pada SKW 32 Orang 170.185.777 APBD 32 Orang 171.000.000
Pencari Kerja Berdasarkan Tahun n
Klaster Kompetensi

59



|

- v,

& rrr_
¥ ¥
‘.g — o3

Rencana Kerja (Renja)
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Tahun 2025

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi
dalam rangka Optimalisasi Kapasitas
Instruktur dan Peningkatan Sarana 1 Lembaga 5.100.000 APBD 1 Lembaga 5.200.000
Prasarana Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas pada Tahun n

Koordinasi Lintas Lembaga dan
Kerjasama dengan Sektor Swasta
untuk Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasar

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Persentase Lembaga Pelatihan Kerja

0 0,
Swasta Swasta Yang Dibina 24% 15.000.000 LLK 26% 15.238.573
Pen.1b|naan Lembaga Pelatihan Jumlah Lemba-ga- Pelatihan Kerja 6 Lembaga 15.000.000 6 Lembaga 15.238.573
Kerja Swasta Swasta yang Dibina
Persentase pencari kerja terdaftar
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA yang ditempatkan pada pasar kerja 64% 25.051.911 64,58% 18.703.681
(%)
Bid. Naker
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Dan
SKW 1 Pel 5.051.911 APBD 1 Pel 3.203.681
Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/Kota €layanan Hubungan elayanan
Industrial
Jumlah Tenaga Kerja yang
Pelayanan Antar Kerja Ditempatkan Melalui Layanan AKAD 61 Orang 5.051.911 61 Orang 3.203.681
dan AKL
Bid. Naker
Jumlah Infi i P: Kerj D
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja um'a n'orma5| asarfera 1 Informasi 13.900.000 an 1 Informasi 14.500.000
(Informasi) Hubungan
Industrial

Jumlah Pencari Kerja yang
Job Fair/Bursa Kerja Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job 8 Orang 13.900.000 APBD 8 Orang 14.500.000
Fair / Bursa Kerja

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Bldb'::ker
Penempatan) di Daerah Jumlah PMI yang Difasilitasi 24 Orang 6.100.000 Hubungan 24 PMI 1.000.000
Kabupaten/Kota g

Industrial
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Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Tahun 2025

Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai
Prosedur dalam LTSA dan PMI 24 Orang 6.100.000 APBD 24 Orang 1.000.000
Bermasalah yang Ditangani

Penyediaan Layanan Terpadu
pada Calon Pekerja Migran

Persentase Perusahaan Dengan Tata

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL . 13,00% 115.000.000 14,00% 130.000.000
Kelola Kerja Yang Layak
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bid
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Persentase Peraturan Perusahaan/ Hubun. an
Bersama untuk Perusahaan yang Perjanjian Kerja Bersama Yang SKW 100,00% 34.000.000 In dustfial 100,00% 37.000.000
hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Disyahkan Dan Naker
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang
Pengesahan Peraturan Melaksanakan Pengesahan Peraturan 105
& . Perusahaan yang Terkait dengan 105 Perusahaan 13.000.000 APBD 14.000.000
Perusahaan bagi Perusahaan . . Perusahaan
Hubungan Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online
Pendaftaran Perjanjian Kerja Jumiah Perusahaan yang Menyusun 9 Perusahaan 6.000.000 |  APBD 9 Perusahaan 7.000.000
Bersama Bagi Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama

Jumlah Data dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial (PP/PKB,
Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) 1 Laporan 15.000.000 APBD 1 Laporan 16.000.000
dan Pekerja yang Terdaftar sebagai
Peserta Jamsostek serta Pengupahan

Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian

o . Bid. Naker
Perselisihan Hubungan Industrial, Persentase Penyelesaian Kasus Dan
Mogok Kerja dan Penutupan . v N 100% 81.000.000 100% 93.000.000
. Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan
Perusahaan di Daerah Industrial

Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Jumlah Perselisihan yang Dicegah SKW 3 Perkara 11.000.000 APBD 3 Perkara 12.000.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
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Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Tahun 2025
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan .
4 lah Perkara P lisih
Perusahaan yang Jumlah Perkara Perselisihan yang SKW 2 Perkara 14.000.000 APBD 2 Perkara 14.500.000
X Terselesaikan
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Verifikasi dan .
. . . 1dari 10
Rekapitulasi Keanggotaan Pada Jumlah Asosiasi Pengusaha dan 1 dari 10 Asosiasi dan
Organisasi Pengusaha, Federasi . . E . SKW Asosiasi dan 15.500.000 APBD X 18.000.000
AN . Serikat Pekerja yang Diverifikasi . K Serikat
dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Pekerja Pekeria
Serikat Buruh serta Non Afiliasi )
Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerjasama Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang Dibina SKW 1 Lembaga 16.100.000 APBD 1 Lembaga 18.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Terlaksananya Program Jaminan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 135 orang 24.400.000 135 orang 30.500.000
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kesejahteraan Pekerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL 7.657.580.126 7.657.928.234
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase Pengembangan Iklim o o
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal 57,00% 140.000.000 100% 104.849.000
e e S | i keblan Pentapn
. g yang Pemberian Fasilitas/Insentif dan SKW 1 Kebijakan 140.000.000 - 0
Menjadi Kewenangan Daerah
Kemudahan Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
i:::t:zzrpiijgztg; Daerah Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi
. g . dalam Pemberian Fasilitas/Insentif 1 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 0
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
dan Kemudahan Penanaman Modal
Penanaman Modal
. . . . Bid.
Pembuatan Peta Potensi Investasi Jt'JmIah Peta Potens.l Investasi Kota 0 Dokumen 0 Penanaman 1 Dokumen 104.849.000
Kabupaten/ Kota Singkawang yang dibuat
Modal
Penyusunan Peta Potensi Investasi | Jumlah I?okumen Peta Potensi SKW 0 Dokumen 0 APBD 1 Dokumen 104.849.000
Kabupaten / Kota Investasi Kabupaten/Kota
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PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Fersentase Pelaksanaan Promosi 100% 5.238.447 100% 5.258.066
Penanaman Modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman . Bid.
Modal yang Menjadi Kewenangan Jl;:\lagi:r::r\‘os;:ae:::aman Modal 1 Kali 5.238.447 Penanaman 1 Kali 5.258.066
Daerah Kabupaten/ Kota yang 8 Modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Promosi Penanaman Modal
Penanaman Modal Daerah . SKW 1 Kali 5.238.447 APBD 1 Dokumen 5.258.066
yang diselenggarakan
Kabupaten/Kota
Indeks Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Terhadap Pelayanan Penanaman
89 1.163.351.168 90 1.170.399.025
MODAL Modal Sektor Perizinan dan Non %
Perizinan
Bid.
Peningkatan
L D
Pelayanan Perizinan dan Persentase Perizinan dan Non :g:njguain
Nonperizinan Secara Terpadu Satu Perizinan Dapat diterbitkan sesuai 100,00% 1.163.351.168 & o 100% 1.170.399.025
. L. Dan Bid.
Pintu Dibidang Penanaman Modal Standar Pelayanan (%) .
Perizinan
Dan Non
Perizinan
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang Bid
Perizinan dan Nonperizinan Memperoleh Layanan Konsultasi o
1700 Pelak P kat 1700 Pelakuk
berbasis  Sistem  Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem SKW elaku 1.041.488.000 APBD eningkatan elaku 1.045.000.000
. . . .. ) . Usaha Layanan Dan Usaha
Perizinan Berusaha Terintegrasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
. . . . Pengaduan
secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha yang
Pemantauan , Analisis, Evaluasi 2?/2?11?5?Ztazelgfantsraa:’d?g:;Iasr:s’ 850 Kegiatan Bid. Perizinan 850 Kegiatan
dan Pelaporan di idang Perizinan L P K g SKW g 110.500.000 APBD Dan Non g 112.399.025
. > Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha . Usaha
Berusaha Berbasis Resiko . . Perizinan
Lintas Daerah Kabupaten / Kota Bagi
Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha Yang .
Penyediaan dan Pengelolaan Memperoleh Layanan Konsultasi Bid.
Layanan Konsultasi Perizinan Perizinan Berusaha Melalui Sistem SKW 11 Pelaku 11.363.168 APBD Peningkatan 11 Pelaku 13.000.000
. . .. . R Usaha Layanan Dan Usaha
Berusaha Berbasis Resiko Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
. ) . Pengaduan
Terintegrasi secara Elektronik
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Tahun 2025
Persentase Perusahaan Yang Patuh
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN . o o
PENANAMAN MODAL LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman 24% 392.897.579 25% 395.277.846
Modal)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Jumlah Perusahaan van 100
Modal Yang Menjadi Kewenangan yang 95 Perusahaan 392.897.579 395.277.846
Melaporkan LKPM Perusahaan
Daerah Kabupaten Kota
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Bimbingan Teknis/Sosialisasi 360 Pelaku 360 Pelaku
& P Implementasi Perizinan Berusaha SKW 346.200.000 DAK 348.000.000
Usaha . . Usaha Usaha
Berbasis Resiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi 15 Kegiatan 15 Kegiatan
Pengawasan Penanaman Modal Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan SKW isaha 46.697.579 DAK Esaha 47.277.846
Inspeksi Lapangan serta Dilakukan
Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase Pemanfaatan Data dan o o
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Sistem Informasi Penanaman Modal 100% 12.125.000 100% 15.175.000
Pengelolaan Data dan Informasi .
Perizinan dan Nonperizinan yan Jumlah Dokumen Data Perizinan Bid.
. . P . yang 1 Dokumen 12.125.000 Penanaman 1 Dokumen 15.175.000
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Penanaman Modal
Modal
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Lo
Jumlah Data dan Informasi Perizinan
Pemanfaatan Data dan . .
Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
.. . Berusaha Terintegrasi secara SKW 1 Dokumen 12.125.000 APBD 1 Dokumen 15.175.000
Nonperizinan berbasis Sistem ) - -
. Elektronik yang Diolah, Dikaji dan
Pelayanan Perizinan Berusaha .
. . . Dimanfaatkan
Terintegrasi secara Elektronik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Penunjang Urusan Sekretariat
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / ) jang 100% 5.943.967.932 |  APBD chretaria 100% 5.966.969.297
Pemerintahan Daerah Dinas
KOTA
Perencanaan, Penganggaran dan Persentase Pelaksanaan
R gangs Perencanaan, Penganggaran dan 100% 45.000.000 100% 55.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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Tahun 2025
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan SKW 2 Dokumen 10.000.000 APBD 2 Dokumen 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen RKA SKPD dan
4 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan SKW 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen RKA SKPD
Dokumen RKA — SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA
Dokumen Perubahayn RKA — SKPD SKPD dan Laporan Hasi Penyusunan SKW 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen Perubahan RKA — SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen RKA SKPD dan
4 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan SKW 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen DPA SKPD
Dokumen DPA — SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA
Dokumen Perubahayn DPA — SKPD SKPD dan Laporan Hasi Penyusunan SKW 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 5.000.000
Dokumen Perubahan DPA — SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Ikrsar eatioss Kinela SKPD gon
Laporan Capaian Kinerja dan . R ! . SKW 1 Laporan 5.000.000 APBD 1 Laporan 5.000.000
K . Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . L
Laporan Capaian Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | “UM1ah Laporan Evaluasi Kinerja SKW 2 Laporan 10.000.000 APBD 2 Laporan 10.000.000
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pelaksanaan Administrasi SKW 100% 4.872.162.932 APBD 100% 4.866.359.297
Daerah Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 35
ASN dan Tunjangan ASN SKW 35 Orang/Bulan 4.690.447.585 APBD Orang/Bulan 4.695.459.297
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
SKW 4 Dok 159.850.347 APBD 4 Dok 149.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN okumen okumen
Koordinasi dan Penyusunan #l;rr:llzar]hSI;(aPp;r('jaannKLzuaorEra]ant:ll|r
Laporan Keuangan Akhir TahuN . P SKW 1 Laporan 5.000.000 APBD 1 Laporan 5.000.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
& enviap Pemeriksaan dan Tindak Lanjut SKW 1 Dokumen 6.865.000 |  APBD 1 Dokumen 6.900.000
Tanggapan Pemeriksaan pemeriksaan
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Rencana Kerja (Renja)

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Tahun 2025
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi SKW 2 Laporan 10.000.000 |  APBD 2 Laporan 10.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
- . - Persentase Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik Daerah pada | oo o 4 i icrasian Barang Milik 100% 5.000.000 100% 5.000.000
Perangkat Daerah
Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
SKW 1L 5.000.000 APBD 1L 5.000.000
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD aporan aporan
Persentase Pelaksanaan
Administrasi Pendapatan Daerah Pengadministrasian Pendapatan 100% 5.000.000 100% 5.500.000
Kewenangan Perangkat Daerah Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi SKW 4 Dokumen 5.000.000 APBD 4 Dokumen 5.500.000
Daerah Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah | | crsentase Pelaksanaan Administrasi 100% 252.700.000 100% 260.500.000
Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Listrik / Penerangan Bangunan Kantor SKW 4 Paket 22.500.000 APBD 4 Paket 23.000.000
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket P.eral.atan Rumah SKW 4 Paket 22.300.000 APBD 4 Paket 23.500.000
Tangga Tangga yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang.Cetékan dan SKW 4 Paket 16.000.000 APBD 4 Paket 17.000.000
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
v Peraturan Perundang — Undangan SKW 2 Dokumen 1.900.000 APBD 2 Dokumen 2.000.000
Peraturan Perundang — Undangan L
yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan
dan Konsunltasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKw 30 Laporan 190.000.000 APBD 30 Laporan 195.000.000
- Persentase Barang Milik Daerah
P B Milik D h . .
engadaan Barang Milik Daera Penunjang Urusan Pemerintah 100% 25.000.000 100% 32.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah
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Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Tahun 2025

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 15.000.000 6 Unit 20.000.000

Pe.ngadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Pel.'alat.an dan Mesin SKW 2 Unit 10.000.000 APBD 2 Unit 12.000.000

Lainnya Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa

v . jang Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 684.605.000 100% 686.610.000
Pemerintahan Daerah
Daerah
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKW 1 Laporan 2.605.000 APBD 1 Laporan 2.610.000

Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan SKW 12 Laporan 217.000.000 APBD 12 Laporan 218.000.000
Listrik Yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor Pelayanan Umum Kantor Yang SKW 12 Laporan 465.000.000 APBD 12 Laporan 466.000.000
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang
Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 54.500.000 APBD 100% 56.000.000
Daerah Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang SKW 2 Unit 44.000.000 APBD 2 Unit 45.000.000
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Pem'ellha.raan Peralatan dan Jumlah' Per.alatan dan Mesin Lainnya SKW 12 Unit 10.500.000 APBD 12 Unit 11.000.000
Mesin Lainnya yang Dipelihara
JUMLAH (Rupiah) 8.137.917.814 8.035.070.488
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dengan demikian ada keselarasan
antara setiap dokumen perencanaan. Rencana ini akan dijadikan sebagai
pedoman/acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang serta sebagai acuan
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025 untuk
optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Perubahan

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023 - 2026.

Keberhasilan pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025, diharapkan tidak terlepas
dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal
dan Tenaga Kerja Kota Singkawang serta peran aktif stakeholder yang

bersangkutan.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

1. Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan yang mengacu pada
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 — 2026.

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
berkewajiban melakukan evaluasi dan memonitoring setiap bagian dan

bidang dalam menyusun Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan
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Tenaga Kerja Kota Singkawang sesuai tugas dan fungsinya dalam
upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan

Tenaga Kerja Kota Singkawang.

3. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih
sesuai tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Perubahan RPD

Kota Singkawang 2023 - 2026.

4. Renja merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja

di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

5. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program, kegiatan dan sub
kegiatan harus mampu melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan,
dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil
pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil (outcome) yang
optimal yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat

pengguna layanan dan para investor.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan agar seluruh aparatur
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat
melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan
dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk
mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,

akurat, transparan dan adil.

Singkawang, 2024

Kepala Dinas,

Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004
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PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.el : dpmtk.singkawangkota@agmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 900.1/ 40 /Set.B/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun
Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011




Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti







